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SALINAN
PUTUSAN

Nomor  467/Pdt.G/2024/PA.Gs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada  tingkat  pertama dalam persidangan  Majelis  Hakim,  telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara “CERAI TALAK” antara:

Pemohon,  umur 36 tahun,  agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir,

tempat kediaman di Dusun Belahanrejo, RT 01 RW 01, Desa

Belahanrejo,  Kecamatan  Kedamean,  Kabupaten  Gresik,

sebagai Pemohon;

melawan

Termohon,  umur  35  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Ibu

rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Belahanrejo, RT 01

RW 01, Desa Belahanrejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten

Gresik,  yang  saat  ini  tidak  diketahui  keberadaannya  sesuai

dengan  surat  keterangan  ghoib  nomor  :

145/070/437.110.07/2024 tanggal 23 Februari 2024 dari kepala

Desa Belahanrejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik,

sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan;

Setelah menilai seluruh alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Maret 2024

mengajukan  permohonan  cerai  talak,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Gresik,  Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Gs,  tanggal  04 Maret

2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Termohon pada tanggal 23 Desemeber 2009, di hadapan Petugas Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Kemlagi  Kabupaten  Mojokerto,
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sebagaimana kutipan  akta  nikah  Nomor: 590/72/XII/2009 tanggal 23

Desemeber 2009;

2. Bahwa  sebelum  menikah  Pemohon  berstatus Jejaka, sedangkan

Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat

tinggal bersama terakhir dirumah orang tua Pemohon dengan alamat Dusun

Belahanrejo,  RT  01  RW  01,  Desa  Belahanrejo,  Kecamatan  Kedamean,

Kabupaten Gresik, selama 14 tahun;

4. Bahwa  selama  pernikahannya  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon

telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba’da dukhul), dan sudah di

dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Hidayatul Amelia Muyassaroh lahir

di Gresik 21 Oktober 2010, Nayla Nuril Rohmah lahir di Gresik 20 Mei 2014

dan Fathan Maulana Alfarizi lahir di Surabaya 22 Oktober 2021, yang saat

ini  anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Pemohon sedangkan

anak ketiga tersebut berada dalam asuhan Termohon 

5. Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

berjalan  harmonis,  namun  sejak bulan  Januari  2022 rumah  tangga

Pemohon dan Termohon mulai  tidak harmonis,  sering terjadi  perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan karena: 

a. Termohon  seringkali  menuntut  kepada  Pemohon  untuk  diberikan

nafkah lebih;
b. Termohon  tidak  taat  dan  tidak  menghormati  Pemohon  sebagai

suaminya, kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada

tanggal  24  Mei  2023 yang  akibatnya  Termohon  pergi  tanpa  pamit

meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 9 bulan;
7. Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak

pernah  kirim  kabar  dan  tidak  diketahui  keberadaannya,  sehingga

melalaikan kewajibannya sebagai sorang istri;
8. Bahwa  Pemohon  telah  berusaha  keras  mencari  keberadaan

Termohon  antara  lain  kerumah  orang  tua  Termohon,  namun  mereka

menerangkan bahwa Termohon tidak pernah pulang sampai saat ini  dan

tidak  diketahui  alamat  tempat  tinggalnya  dengan  jelas  dan  pasti  sesuai

dengan surat keterangan ghoib nomor : 145/070/437.110.07/2024 tanggal
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23 Februari  2024 dari  kepala Desa Belahanrejo,  Kecamatan Kedamean,

Kabupaten Gresik;
9. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  di atas,  maka  Pemohon

merasa  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon  tidak  bisa

dipertahankan  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  maka

Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  perkara  yang  timbul

dalam perkara ini;

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

agar  berkenan  memanggil,  memeriksa  dan  mengadili  serta  menjatuhkan

putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon  (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama

Gresik;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di

persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada orang lain yang

hadir  sebagai  wakil/kuasanya,  meskipun  ia  telah  dipanggil  secara  sah dan

patut melalui massmedia sebagaimana relas tertanggal 05 Maret 2024 dan 05

April  2024,  dan  ketidakhadiran  Termohon  tersebut  tidak  disebabkan  alasan

yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh  karena Termohon tidak hadir  di  persidangan maka proses

mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa  sekalipun  upaya  perdamaian  tidak  dapat  dilakukan  karena

ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam

setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun

kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
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Bahwa  kemudian  dibacakan  surat  permohonan  Pemohon  dalam

persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan

oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

tidak  hadir  dan  tidak  mengirimkan  kuasanya  di  muka  persidangan,  maka

Termohon  tidak  dapat  didengar  keterangan  dan  jawabannya  atas  isi  dan

maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa  meskipun   Termohon  tidak  hadir  di  muka  persidangan,  namun

suatu  permohonan  dapat  diterima  dan  dikabulkan  haruslah  tidak  melawan

hukum  dan  beralasan,  sehingga  kepada  Pemohon  dibebankan  wajib

pembuktian; 

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan

telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1.  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Abdul  Akbar  Zen,  Nomor

3525082505890001, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai  dan  telah  dinazegelen,  kemudian  diberi  kode  bukti  (P.1).  Diberi

tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi

Jawa Timur, Nomor 590/72/XII/2009 Tanggal 23 Desember 2009. Bukti surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,  kemudian  diberi  kode  bukti  (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3525081611100002, Tanggal 16 November

2021,  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil

Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

4.  Fotokopi  Surat  Keterangan,  Nomor  145/070/437.110.07/2024,  Tanggal  23

Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belahanrejo Kecamatan

Kedamean  Kabupaten  Gresik.  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
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dinazegelen,  kemudian  diberi  kode  bukti  (P.4).  Diberi  tanggal  dan  paraf

Ketua Majelis; 

A.

SAKSI:

1 .  Anwar Haryono bin Sholichun, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan

swasta,  bertempat  tinggal  di  Dusun  Sepat,  RT.003  RW.001,  Desa

Belahanrejo,  Kecamatan  Kedamean,  Kabupaten  Gresik,  memberikan

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon,  karena  saksi

adalah tetangga Pemohon;

 Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan

menceraikan Termohon;

 Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

sah, (ba'da dukhul), dan sudah di dikaruniai 3 orang anak;

 Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi tidak tahu;

 Bahwa  saksi  mengetahui  pertengkaran  Pemohon  dan  Termohon,

kemudian Termohon pergi  meninggalkan Pemohon sampai  sekarang

berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;

 Bahwa  selama  pergi  tersebut,  Termohon  tidak  pernah  pulang,  tidak

kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya;

 Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang

tuanya,  namun  mereka  menyatakan  tidak  mengetahui  keberadaan

Termohon;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  menasehati  Pemohon  agar  bersabar

menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2 . Nur Komari bin Murdam, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,

bertempat  tinggal  di  Dusun  Sepat,  RT.001  RW.001,  Desa  Belahanrejo,

Kecamatan  Kedamean,  Kabupaten  Gresik,  memberikan  keterangan  di

bawah sumpah sebagai berikut:
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 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon,  karena  saksi

adalah tetangga Pemohon;

 Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan

menceraikan Termohon;

 Bahwa  hubungan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami

isteri sah, (ba'da dukhul), dan sudah di dikaruniai 3 orang anak;

 Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

semula rukun dan harmonis, masalah pertengkaran saksi tidak tahu;

 Bahwa saksi  tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon,

setahu Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  sehingga  berpisah

tempat tinggal sejak bulan Mei 2023;

 Bahwa  selama  pergi  tersebut,  Termohon  tidak  pernah  pulang,  tidak

kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;

 Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang

tuanya, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaannya;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  menasehati  Pemohon  agar  bersabar

menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan

mengajukan bukti lagi;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon  memberikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka

ditunjuk berita  acara persidangan perkara ini,  yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang

dilaksanakan  berdasar  Hukum  Islam,  maka  berdasarkan  Pasal  49  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  beserta penjelasannya, maka perkara

a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;
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Menimbang,  bahwa  Pemohon  mendalilkan  telah  menikah  dengan

Termohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah, dan perkawinan tersebut

hingga saat ini  belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai

legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

cara  menasihati  Pemohon  agar  rukun  kembali  dan  mengurungkan  niatnya

untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa Termohon tidak diketahui  tempat tinggalnya secara

jelas  dan  pasti,  ia  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir

pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena

itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR junctis

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  junctis Peraturan Mahkamah

Agung RI  Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali menuntut

kepada Pemohon untuk diberikan nafkah lebih, dan Termohon tidak taat dan

tidak menghormati  Pemohon sebagai  suaminya,  kalau  dinasehati  Pemohon,

Termohon selalu membantah;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di

persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun,

dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak

ingin  mempertahankan  kepentingan  dan  hak-hak  keperdataannya,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan

diputus  tanpa  hadirnya  Termohon  (verstek),  hal  ini  sesuai  pula  dengan

pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang diambil

alih sebagai pendapat Majelis  berbunyi sebagai berikut:
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Artinya:  “Diperbolehkan  memutus  perkara  terhadap  Termohon  yang  ghoib

(menghilang) dari  suatu daerah atau dari  suatu Majelis sepanjang

telah memenuhi syarat-syarat pembuktian“ 

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  perceraian,  meskipun  perkara  ini

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun alasan-alasan

perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  Permohonan Pemohon

telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat

dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan

ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  adalah  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda

Penduduk  atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok

dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  tempat  tinggal

Pemohon, sehingga bukti  tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,

bermeterai  cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon

dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas,  sehingga bukti tersebut

telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3  adalah  berupa  fotokopi  Kartu  Keluarga,

bermeterai  cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan mengenai  adanya hubungan keluarga

antara  Pemohon  dan  Termohon  sebagaimana  dipertimbangkan  di  atas,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti  P.4 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan,

bermeterai  cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  Termohon  saat  ini  tidak  diketahui

keberadaannya sebagaimana dipertimbangkan di atas,  sehingga bukti tersebut

telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  bukti  bukti   tersebut  mempunyai

kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870

KUH Perdata; 
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Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut,

dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kemudian Termohon tanpa

pamit telah pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun 2 bulan, sejak itu

Termohon  tidak  pernah  pulang,  tidak  kirim  kabar  ataupun  nafkah  kepada

Pemohon, dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di  atas,

didasarkan pada pengetahuan,  penglihatan dan pendengaran langsung,  dan

keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi

tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal

170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989,  saksi-saksi  Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat

formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan

Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

sah, (ba'da dukhul), dan sudah di dikaruniai 3 orang anak;

 Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  tidak  harmonis  lagi,

diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus  yang  puncak  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,

kemudian Termohon tanpa pamit telah  pergi meninggalkan Pemohon, yang

hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;

 Bahwa selama pergi  tersebut,  Termohon tidak  pernah pulang,  tidak  kirim

kabar, bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti;

 Bahwa  Pemohon  telah  berusaha  mencari  keberadaan  Termohon  dengan

mendatangi tempat tinggal orang tua Termohon, dan menanyakan kepada

teman-teman  Termohon,  namun  mereka  tidak  mengetahui  keberadaan

Termohon;

 Bahwa  Pemohon  didalam  persidangan  menunjukkan  sikap  sungguh-

sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
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 Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon

agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, tetapi usaha tersebut

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  dalam  petitum angka  2  Pemohon  menuntut  agar

diberi  izin  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon,  akan

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari

suami  atau  istri  telah  melakukan  perbuatan  yang  menjadikan  kebencian

terhadap pasangannya dan telah mengakibatkan terjadinya perselisihan serta

pisah tempat tinggal, berarti telah menunjukan diantara mereka sudah tidak ada

kecocokan lagi dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan

walaupun  telah  diusahakan  perdamaian  akan  tetapi  tidak  berhasil,  maka

keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah

tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu sudah tidak

akan bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaiamana maksud Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan maksud Al  Qur’an Surat  Ar-Rum

ayat 21, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  Majelis  Hakim  telah  memperoleh  persangkaan  (Feitelijk  Vermoeden)

bahwa rumah tangga  Pemohon dan  Termohon telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena

itu majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon

dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan hati kedua belah pihak telah

pecah pula oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai

cukup  alasan  dan  memenuhi  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  Jo.  Pasal  19  huruf  (b)  dan  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk

hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat

(mitsaqan  ghalidhan)  dimana  untuk  memutuskan  tidak  bisa  diukur  dengan

kesalahan  dari  salah  satu  pihak,  tetapi  dikarenakan  fakta  kejadian  yaitu

kerukunan dan keharmonisan yang telah sulit diharapkan bisa terwujud dan jika
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dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi

kedua belah pihak dan anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan dalil

Al-Qu'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

 

Artinya: “Talak (yang dapat  dirujuk)  itu  dua kali,  setelah itu  boleh rujuk lagi

dengan cara yang ma'ruf (baik), atau menceraikan dengan cara yang

baik”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan

sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai,

maka  sesuai  Pasal  118  Kompilasi  Hukum Islam talak  yang  dijatuhkan  oleh

Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil

permohonan a quo  Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka

petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan  kepada Pemohon; 

Mengingat ketentuan hukum syar’i dan pasal-pasal perundang-undangan

yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  roj'i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Gresik;

4. Membebankan biaya perkara ini  kepada Pemohon yang hingga

kini dihitung sebesar Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
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Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3

Muharram 1446 Hijriah, oleh kami NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai  Ketua

Majelis,  Dra.  JURAIDAH  dan  Dra.  Hj.  HAMIMAH,  M.H.  masing-masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Dra. JURAIDAH

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Ketua Majelis,

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 450.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Biaya Sumpah Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
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